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'Melihat
kekisruhan
sistem
pengelolaan di
Pusat Kesenian
Jakarta pasti
akan sangatl
berpengaruh
dalam hidup
dan matinya
kesenian.’
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IASANYA, ada dua alasan

utama orang pergi ke laman

Ismail Marzuki (TIM); me-
nonton atau ditonton dalam sebuah
pertunjukan seni. Namun, ada
yang berbeda Jumat pekan lalu. Se-
kelompok massa mendatangi TIM
untuk berdemonstrasi. Mereka me-
nuntut agar proses alih jabatan ke-
pengurusan Dewan Kesenian Ja-
karta (DK]J) 2006-2009 berlangsung
demokratis.

Massa berasal dari Forum Betawi
Rempug (FBR), Forum Komunikasi
Anak Betawi (Forkabi), dan Lem-
baga Kebudayaan Betawi (LKB)
dan tampak pula beberapa seniman
dan budayawan seperti Ali Shahab,
Ridwan Saidi, Hardi, Hidayat LI’D,
dan Oji [-imnmf:'ﬁlﬁiq‘ll%rdi.
bahkan mengatakan selama ini pe:
milihan sarat dengan nepotisme
Bulan Maret 2006 ini, masa kepe-
ngurusan DK]J periode 2003-2006
memang akan berakhir. Dan dan
110 anggota DK], ada 25 orang yang
ikut uji kelayakan dan kepatutan
(fit and proper test).

Bagaimanapun juga, demonstra-
si ini menjadi bagian dari sejarah
perjalanan Dewan Kesenian Jakar-
ta. Semuanya dimulai pada Mei
1968. Ketika itu Gubernur Daerah
Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Al
Sadikin mengundang para seniman
Jakarta untuk membahas pemben-
tukan suatu lembaga yang akan
menangani pusat kegiatan kesenian
di lakarta. Ide itu sebenarnya tak
baru karena pernah dilontarkan
oleh sastrawan Trisno Sumarjo pa-
da tahun 1950, Trisno juga vang a-
khirnya menjadi Ketua DKJ yang
pertams,

Sebulan setelah pertemuan Mel
1968 itu, pemerintah DKI Jakarta
menerbitkan Surat Keputusan (5K)
CGubernur DK Jakarta No Ib.3/2/
19/ 1968 sebagal pt.*t‘lnllmn dasar
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pembentukan Dewan Kesenian Ja-
karta. Tugasnya untuk menangani
pengendalian kegiatan di pusat ke-
senian yang akan dibentuk. Untuk
penyuguhan kesenian ke masyara-
kat dibangun sebuah kompleks ke-
senian yang kemudian diberi nama
Taman Ismail Marzuki. Sehingga
pusat kesenian tersebut akhirnya
dikenal dengan nama Pusat Kese-
nian Jakarta-Taman Ismail Marzuki
(PKJ-TIM).

Kemudian SK Tahun 1973 ini di-
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perbaiki dengan SK Gubernur No
D 111-b.13/ 2935/ 73, yang menyang-
kut Pedoman Dasar Organisasi Pu-

sat Kesenian Jakarta secara menye-

luruh. Secara garis besar keduanya
memang tidak iauh berbeda tetaps
pasal yang memuat aturan tentang
kewenangan DKJ vang berfungsi
otonom serta bertugas Menggars-
kan kebijakan dasar kesenian ber-
abah. DK dan Dinas Kebudayaan
DK lakarta mempunyai hubungan

horizontal dan harus saling berko-
erutama dalam masalah

munikasi, t
ah oleh

wosenian vang telah diol

DK] .
ahun 1986, keluar lagi SK Gus

bernur, SK i membuat otonomi
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rnya SK Tahun 1986, PJK-
'ngalami rebirokratisasi. Di-

ke pemerintahan DKI Jakarta. Ini

- sangat membatasi kebebasan krea-

tivitas seniman, yang kontraknya
sewaktu-waktu dapat diputuskan
sepihak tanpa adanya hukum yang
melindunginya.

tung pada subsidi pemerin .
Di satu sisi, saat itu tidak ada pi-
in i 1g membiayai PK]%IM.

)i pihak lain, pemerintah DKI se-
lalu dituduh ikut campur bahkan
mendikte masalah pembinaan. Ta-
hun 1989 timbul gagasan untuk de-
birokratisasi kembali PKJ-TIM.
Caranya dengan menswastakannya.
Dan untuk mewujudkan gagasan ini
dibentuklah Yayasan Kesenian
Jakarta pada masa Gubernur Wi-
yogo Atmodarminto.

baru yakni Akademi Jakarta dan
Yayasan Kese-
nian Jakarta
memuncul-
kan persoalan
baru. Terjadi be-
da pendapat terutama menyangkut
pembagian tugas di antara PKJ-
TIM, DK], Akademi Jakarta, dan Ya-
yasan Kesenian Jakarta.
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an Yayasan diharapkan dapat
membantu Pemda DKI Jakarta da-
giatan-kegiatan PK}-1 %
Pemerintah Provinsi DKI sejak
awal memang mengucurkan dana
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tugas mendidik dan menyiapkan
pan. Selain itu yayasan juga diha-
rapkan daf t memadukan berba-
gai aspirasi lembagﬂ-m& |
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TIM bertugas menyuguhkar
program-program ;,# g telah di-
susun DK] kepada masyarakat ser
ta mengelola ke tar 4; a1l as
yang ada di k¢ \pleks PKJ-TIM se
cara profesional. =

Akan tetapi dalam perkembs ng-
annya kerja dan wew: ’N’ '?'.'":;* Y

-

PK]-TIM selalu mengalam

tangan. Yay-asan._qm” \ J
menurut DK] kerap melampaui ba-

—

tas teritorialnya.

Melihat keklm sistem pe-
ngelolaan di Pusat Kesenian Jakarta
a-

pasti akan sangaiw d

lam hidup dan matinya kesenian.

Apalagi iug&;licam&t:\r dengan Ke-

pentingan gzbadi golongan,
e Dudi Herlianto, |
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UNJUK RASA SENIMAN: Sejumlah seniman tidak pernah berhenti memprotes Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Belakangan ini, para seniman mengkritik
keberadaan DKJ yang dinilai tidak demokratis dan berbau KKN



